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PUTUSAN

Nomor 1101/Pdt.G/2021/PA.Bn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Tempat dan tanggal lahir, Tungkal, 25 Maret 1986 (35 tahun) ,
Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan swasta,
Alamat tempat tinggal Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Nyukang Harjo 27 Juli 1981 (40 tahun), Agama
Islam Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat tempat
tinggal Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8
Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu,
Nomor 1101/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 8 Desember 2021 telah mengajukan
gugatan cerai gugat terhadap Tergugatdengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada
hari Senin, tanggal 10 bulan September tahun 2007 di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Kabupaten
Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta
Nikah Nomor : 105/06/1X/2007 tanggal 10 September 2007;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan
dan Tergugat adalah Jejaka;
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3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina

rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan yang beralamat
di JI. Kini Balu No. 56 RT/RW 006/002 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan
Ratu Agung Kota Bengkulu selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, kemudian
Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat
di Kabupaten Lampung Tengah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu
Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kota
Bengkulu selama kurang lebih 5 (lima) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat
pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kota Bengkulu sampai demean
berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan, yaitu :

1) ANAK | PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Lampung Tengah, 17

Agustus 2008 (13 tahun);

2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkulu, 04

September 2016 (5 tahun)

Saat ini kedua anak tersebut dalam pengasuhan dan tinggal bersama
Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun, akan
tetapi sejak akhir tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan karena :

» Tergugat tidak terbuka selama berumah tangga;

» Tergugat sering berkata kasar setiap kali terjadi pertengkaran;

» Tergugat tidak memiliki hubungan dengan orang tua Penggugat;

» Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan April tahun 2020 telah terjadi puncak perselisihan yang
disebabkan karena Penggugat meminta nafkah untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga kepada Tergugat tapi Tergugat malah marah-marah, akibatnya
terjadi pertengkaran antara keduanya lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman
bersama sudah selama kurang lebihl (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan sudah
tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;
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7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan
upaya damai oleh keluarga Pengggugat tetapi tidak berhasil, karena Tergugat
dan Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat
karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa bedasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan
di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama
Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan sebagai berikut :
PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku).
SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat
telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor
1101/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 9 Desember 2021, yang dibacakan di muka sidang,
dan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dapat
dibenarkan oleh hukum, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya
Tergugat (Verstek) ;

Bahwa, untuk memenuhi amanat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat
dilaksanakn karena Tergugat tidak pernah datang dimuka sidang ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir majelis hakim telah berusaha
memberikan nasehat dan pandangan agar Pengugat tetap mempertahankan
perkawinannya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan

Tergugat;
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Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipsersidangan, maka tidak dapat
didengar jawaban dan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat, dan karena
perkara ini masalah perkawinan, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannnya telah
mengajukan bukti-bukti berupa ;
A. Bukti Surat :

o Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/06/1X/2013, tanggal 10

September 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan

Selebar, Kota Bengkulu ;

Bahwa bukti terebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan telah

dinazagelen oleh pejabat Pos dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata

sesuai, lalu diparaf ;
Bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat juga telah telah
mengajukan bukti saksi;
B. Bukti saksi.
1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bengkulu Utara. Saksi tersebut
dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut;

e Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat, karena saksi

sebagai teman Penggugat;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang

menikah tahun 2007 status jejaka dan perawan ;

e Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;

e Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat

membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal bersama di Kelurahan

Kebun Tebeng hingga berpisah.

e Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2

orang anak, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;

e Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya

rukun dan harmonis selama 9 tahun, dan setelah itu sejak akhir 2016,

mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
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e Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat
tidak terbuka dalam rumah tangga, kasar, tergugat tidak memiliki
hubungan yang baik dengan orang tua Penggugat, dan Tergugat tidak
memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
e Bahwa setahu saksi akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi
dari kediaman bersama ;
e Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 8 bulan ;
e Bawa setahu saksi sudah diusahakan damai oleh keluarga, namun
tidak berhasil ;
2, SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut telah memberikan
keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;
e Bahwa Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat, karena
saksi sebagai teman Penggugat;
e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
menikah tahun 2007 status jejaka dan perawan ;
¢ Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
e Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat
membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal bersama di Kelurahan
Kebun Tebeng hingga berpisah.
e Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2
orang anak, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
e Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis selama 9 tahun, dan setelah itu sejak akhir 2016,
mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
e Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat
tidak terbuka dalam rumah tangga, kasar, tergugat tidak memiliki
hubungan yang baik dengan orang tua Penggugat, dan Tergugat tidak
memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
e Bahwa setahu saksi akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi
dari kediaman bersama ;
e Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah
tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 8 bulan ;
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e Bawa setahu saksi sudah diusahakan damai oleh keluarga, namun
tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat terhadap keterangan kedua saksi tersebut menyatakan
tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan
dipersidangan, bahwa ia tetap dengan gugatannya mau bercerai dengan Tergugat
dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada

hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana
Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya berdasarkan
Pasal 149 R,Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat
dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,
maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses
mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 1 Tahun
2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131
Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis
Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan
dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini

adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
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arena Tergugat tidak terbuka dalam urusan rumah tangga, kasar dan tergugat tidak

memiliki hubungan yang baik dengan orang tua Penggugat dan tidak memberikan
nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas
gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya,
meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran
Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum,
maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap tidak bermaksud untuk membela
hak keperdataannya, di anggap telah mengakui atau sekurang-kurangnya tidak
membantah alasan-alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat dianggap telah
mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan dengan
pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti
kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna,
mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini
masalah perkawinan ( perceraian ) yang berhubungan dengan hukum perorangan
(personal recht) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan,
maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ( Kutipan Akta Nikah), sesuai
dengan Pasal 7 ayat (1) KHI adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan
Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 september 2007,
dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan
dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Losa
Rohminda dan Upi kedua saksi sehat dan dewasa, ternyata keduanya adalah
orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan
pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri,
keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan
dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi
tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi,
sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang
cukup mendukung kebenaran dalil-dalii dan alasan gugatan Penggugat dalam

perkara ini;
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Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang didukung bukti surat-
surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim
telah dapat menemukan fakta persidangan, sebagai berikut :
e Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah
pada tanggal 10 September 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
e Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering
terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
e Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah
berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
e Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Penggugat
dengan Tergugat dan majelis hakim telah pula memberikan nasehat agar rukun
kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa  fakta tersebut di atas, perlu dianalisis dan
dipertimbangkan  berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak kepada
argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Penggugat dan Tergugat adalah
pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian
Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini,
dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan
Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 2 , bahwa Penggugat dan Tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi merupakan
gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta petanda
kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan sehingga dalam kondisi yang
demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, warrahmah apa lagi keduanya tidak mau mengalah dan saling bertahan
dengan keinginannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan
gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan

kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan
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‘ ““perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh
sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 Penggugat dan Tergugat telah
pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan dan selama
berpisah tidak saling pedulikan lagi menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 4, Penggugat bahwa keluarga dan
majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat dan
pandangan kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkah
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan yang
dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor
1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
telah sampai pada kondisi pecah yang angat dalam, maka dengan tidak
mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan
pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat
mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang sakinah,
penuh mawaddah dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ), sebagai
implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana
tersebut di atas, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam dan
dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab Fighus Sunnah
Juz Il Halaman 249 yang berbunyi:

login oVl & =9 ) uall e Il aws U aslle (uolall lgalla,
Artinya: “ Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika

terbukti adanya madlorot dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”

Kitab Al Anwar Jus Il halaman 55 yang berbunyi :
aiiadls ai il Lo anesl s)lei ol jimia jimi OO
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'rtinya . Apabila Tergugatta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau
ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan
Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka oleh karenanya poin 1 dan poin 2 petitum gugatan Penggugat
sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu
Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua
biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vestek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat
( PENGGUGAT) ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
295.000,00 ( dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi
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ertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Drs. Ramdan
sebagai Ketua Majelis, Djurna’aini, S.H serta Drs. Dailami, sebagai hakim-hakim
anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama
dengan dibantu oleh Rochmatun, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya

Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ramdan
Hakim Anggota Hakim Anggota
Djurna’aini, S.H Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.Ag.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses = Rp. 75.000,-
2 PNBP Panggilan = Rp 20.000,-

3. Biaya Pemanggilan Rp. 150.000,-

4. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai = Rp. 10.000,-
Jumlah = Rp- 295000,

( dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)
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